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LEMBARAN DALRAH
. PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN 1987

No: 11 B SERI "B” No. 1

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 4 TAHUN 1986 -

TENTANG

RETRIBUSI ATAS PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DOKTER ZAINOEL ABIDIN
BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

Menimbang :

a.-

bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 1 Tahun
1970 tentang Pemungutan. Retribusi Daerah Atas Pengobatan/Perawatan
dan Pemeriksaan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Propinsi Daerah
Istimewa Aceh.{Lembaran Daerah Nomor 38 Tahun 1971), sudah tidak -
sesuai . lagi.dengan perkembangan pemerintahan, kemajuan tehnologi
ilmu kedokteran dan keadaan perekonomian dewasa ini sehingga peru di-
tinjau kembali. :

bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masya-
rakat dan peningkatan pendapatan Daerah, perlu mengatur dan menetap- -
kan kembali ketentuan-ketentuan tentang retribusi atas pelayanan ke-
sehatan pada Rumah- Sakit Umum Dokter Zainoel Abidin Banda Aceh.

bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan
Daerah. :

Mengingat : : .
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang. Pembentukan Propinsi

Aceh ;
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10.

11.

Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum-
Retribusi Daerah ;

' Undang-undang Nomor ¢ Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatah ;

Undang- undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerinta-
di Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Pe-
laksanaan Penyerahan sebahagian dari Urusan Pemerintah Pusat mengenai
Kesehatan kepada Daerah-daerah Swatantra ;

'Surat_Kebutusan Menteri Kesehatan Nomor 031 [Birhuk /1972 tentang
Pedoman Pengaturan Tarif Rumah Sakit Pemerintah Jo Surat Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor 033/Birhuk /1972 teritang Pedoman Peng-

-aturan Tarif Rumah Sakit.

Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk
Peraturan Daerah ; .

Instruksi Menteri Da!am' Negeri Nomor 11 'Tahun'T'969 tentang Penertib-
an Pungutan Daerah ;

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negefidan Menteri Kesehatan tanggal

11 Agustus 1977 Nomor 285 Tahup 1977 tentang Pedoman Pelak-
' 179/MendKes/SK/Vi1/1972 :
sanaan Pemungutan.Pelayanan Kesehatan,

Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor 233/Men.Kes/SK/VI/1983
teniang Penetapan Tambahan Beberapa RSU Pemerintzh sebagai RSU
Pemerintah Kelas Bidan C ;

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 1984
tentang Susuhan Organisasi dan Tata Kerja Rumabh Sakit Umum Dokter
Umum Zainoel Abidin. .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Isti-
mewa Aceh,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH PROPINS! DAERAH ISTIMEWA ACEH TEN-
TANG RETREIBUS! ATAS PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH
SAKIT UMUM DOKTER ZAINOEL - ABIDIN. BANDA  ACEH.
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Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinst Daerah Istimewa Aceh ;

b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa
Aceh ;

c. .Rumah Sakif Umum adalah Rumah Sakit Umum dokter Zainoel Abidin
Banda Aceh ;

d. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum dokter Zainoel Abldm
Banda Aceh ;

e. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan pemeriksaan, pengobatan, re-
habilitasi, preventip, promatip dan pelayanan pendidikan/penelitian.

Pasai 2

Untuk kepentingan masyarakat- Pemermtah Daerah memoemkan pelayanan
kesehatan kepada setiap orang yang membutuhkannya.

Pasal 3

{1). Pemberian pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut pada pasal 2 Per-
aturan Daerah ini dilakukan oleh Rumah Sakit Umum.
‘ " _
(2). Tata caraftehnis pemberian_pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit
"Umum, diatur dan ditetapkan'oleh Direktur dengan memperhatikan ke-
tentuan dan tata cara yafag berlaku untuk itu

Pasal 4

(1). Terhadap setiap: orang. yang menerima pelayanan kesehatan pada Rumah
Sakit Umurf; Pemerintah Daerah memungut retribusi,

{2). Pungutan retribusi dimaksud pada ayat {1) Pasal ini dilakukan oleh Di-
rektur atau pejabat/petugas yang ditunjuk.

Pasal 3

Besarnya retribusi tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, ditetapkan se-
suai dengan jenis pelayanan dan klas/ruang rawat nginap sebagaimana tercan-
tum dalam daftar terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

{(1). Bagi Pegawai Negeri, penerima pensiun serta anggota keluarganya sesuai
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dengan Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 tanggal 13 Juli 1968
berlaku sepenuhnya ketentuan-ketentuan Badan Penyelenggaraan Dana
Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK).

{2). Orang miskin, orang cacat, Veteran Perintis Kemerdekaan, anak-anak
yatim/piatu yang dipeljhara di rumah-rumah pemeliharaan anak-anak
.yatim dapat dibebaskan sepenuhnya atau sebagian dari pembayaran
uang retribusi.

(3). Untuk pelayanan peserta Keluarga Berencana (KB) yang termasuk pro-
gram nasional keluarga berencana diberikan pelayanan kesehatan secara
cuma-cuma termasuk semua akibatnya {komplikasi). '

Pasal 7

Semua penerimaan retribusi tersebut pada pasal 4 Peraturan.Daerah ini me-
rupakan pendapatan Daerah dan harus di setor ke KasPropinsi Daerah Isti-
mewa Aceh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh_petugas/pejabat yang
ditunjuk Direktur.

Pasal 8

Hal-hal yang beium cukup diatur, dalam Peraturan Daerah ini akan ditetap-
kan lebih lanjut oleh Gubernur Kepald Daerah, sepanjang mengenai peraturan
pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang ber-
laku,

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi
Daerah {stimewa Aceh Nomor T Tahun 1970 tentang Pemungutan Retribusi
Daerah Atas Pengobatan/Perawatan dan Pemeriksaan Kesehatan pada Rumah
Sakit Umum Propinsi Daerah istimewa Aceh (Lembaran Daerah Nomor 38
Tahun 1971) beserta dengan semua ketentuan-ketentuan pelaksanaannya di-
nyatakan tidak berlaku lagi. '

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembar- '
an Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh,

Banda Aceh, 2 Mei 1986

—80—



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINS| DAERAH
ISTIMEWA ACEH,

ketua

{ H. ACHMAD AMINS )

Diundangkan dalam lLembaran Dae-
rah Propinsi Daerah Istimewa Aceh
Nomor 17 tgl 1 Mei 1987
Seri "B” No. 1

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

{ ASNAWI HASIMY, SH )
NIP : 390003031

GUBERNUR KEPALA DAERAH
ISTIMEWA ACEH,

{ H. HADI THAJEB }

Peraturan Daerah ini tefah disahkan
oleh Menteri Dalam Negeri dengan
Keputusannya Nomer : 973.435-21-
834 tgl. 9- 10 1986
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